
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR AHUI{ 2019

TENTAI{G

RENCANA KERJA PEMTERINTAHODAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : I .

GUBERNUR RIAU'

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

"*":"il ".ran dalam 
" p-'tyu"ut'tt' Renclna Kerja Perangkat

Daerah dan Rencana a"ggatatt Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Pe ratluran

ftn""i..i Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang 'lata Oara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah'

i"l" c"t" Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

i"-f ""gt""n 
.Jangka Menengah Daerah ' Serta Tata Cara

p..rn"n""" Rencani. pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah' dan Rencana

f<..j" e"-"tintal-r Daerah, dan ketentull 
- fasal 6 Peratur:rn

nl.i.l.l Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemcrintah Daerah Tahun 2020'

maia Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Gubernltri

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di l<sud pada

narrr-,f u dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan (lubernur

**g Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau 'l'ahun

2020;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun i95B tentang Penetapan

Undan!-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembeitukan Dlerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat'

Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun

1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (['embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 12,Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistcm

Perencinaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 17 'fahun 2007 tentang Rencana

Pembaigunan Jangka Panjang Nasional 'lahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2007 Nomor 33'

iambahan Le mbaran Negara l?epublik Indonesia Nomor 4700);

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Peme rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang, Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OOB tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0B Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4B 17);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente ri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036), sebagaimana te lah diubarh
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan trvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahurr
2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020;

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau
Tahun 2OO9 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2017 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Riau



- J'

Tahun 2O14-2O1g sebagaimana telah diubah dengarn Peraturan

Daerah Provinsi Riau NJmor I Tahun 2018 tentang Pcrubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2OI4-2OIT (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
DAERAII PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O.

Menetapkan PERATURAN
PEMERINTAH

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020

merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dtlingkungan

Pemeiintah Piovinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

i'endapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020' Prioritas

dan piafon Anggaran sementara (ppAs) provinsi Riau Tahun 2020

serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Provinsi Riau Tahun 2020.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebzrgaimana

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

PENDAHULUAN.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAtrRAH.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DADRAH'

ARAI-{ KEBIJAKAN PtrMBANCUNAN

KABUPATEN/KOTA.

RtrNCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

KINERJA PtrNYELtrNGGARAAN PEMERINTAHAN
DAtrRAH.

PtrNUTUP.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurr ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalant
Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provtnsi
Riau Nomor 12 Tahun 201'7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tcntang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 'l'ahun 2005-
2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Pcratur:r.n Daerah Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pcmbangunan .Jangka Me nengah Dacrah (l?RJ M D)

Provinsi Riau Tahun 2014-2Oic).
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Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam l3erita
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

curennuRntrau,

YAMsuAR 

RIAU,

BtrRITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan
narla fanooal

SEKRETARIS

di Pekanbaru
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